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BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR OS TAHUN 2073

TENTANG

IZTN PEMANFAATAN KAYIT DAN IN\IENTARISASI TEGAI(AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOT jo Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan dalam kawasan hutan produksi
yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan
dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izrrn
pemanfaatan kayu/izin pernanfaatan hasil hutan bukan
kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu
pada hutan alam;

bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang
Tata Hutan dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa
semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak,
dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat,
dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat
keterangan asal-usul hasil hutan hak;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan, perlu menetapkan peraturan terkait pemanfaatan
kayu;

b.

g

c.



Mengingat

d.. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P'51/Menhut-Il/2006 tentang

Penggunaan SKAU untuk Pengangkutan Hasil Hutan

Xayiyang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah

diubah teiakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.33/Meniut-l1l2OA7, perlu perbaikan

pengaturan mengenai penatausahaan dan penetapan

jenis, pengukurin voiume/berat dan penghitungan

jumlah serta penggunaan surat keterangan asal-usul

hasil hutan hak;

e. bahwa dalam rangka mendorong berkembangnya usaha

kehutanan berbaJis keralqratan dan untuk memperluas

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta

pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat

pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan seluas-

luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil

hutannYa;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud fruruf a, huruf b, huruf c' huruf d dan huruf e'

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin

Pemanfaatan Ka1.u dan Inventarisasi Tegakan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturarr

Dasar toUop-i8f.ok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia rahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 20a3l;

2. Und.ang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Suriber Daya Alam Hayati dan lkgsistemnya
(Lembaran N"g"t" Rlpub-hk Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, T"ambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3al9l;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik tndonelia Tahun IggT Nomor 43' Tambahan

Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor 3687);

Und.ang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang

Kehutalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

lggg Nomor L67-, Tambalian Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2OOa (iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a4OLl;

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupatei
seluma dan Kabupaten Kaur di provinsi Bengkuru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42661;

6. undang-undang Nomor s2 Tahun 2oa4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tamuanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kari, terakhir dengan undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OOg (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44l1;

7- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia tarrun 2oog
Nomor 139, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058);

8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlI tentangPembentukan peraturan perundang_Undangai
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olr
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4o rahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tah.un lggg tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALJ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

11- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2oo2 rentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 6T, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42orl, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 5g rahun
2oo7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a776l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor z2 Tahun 2oos renrang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a587);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang
Tata Hutan dan Pen5rusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 22, Tatnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),

sebagaimana telah dirrF"h dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2ObS (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8Ifl;

14. Peratural Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2ALO tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlA Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5097);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OIO tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara

nepuuut Ind.onesia Tahun 2o1o Nomor 30, Tambatran
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.SslMenhut-
1112006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang

Berasa-l dari Hutan Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P. 45/ Menhut-Il / 2OO9 ;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.l8/Menhut-
lIl2oo7 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengenaan,

Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3s/Menhut-
lll2OOT tentang Hasil Hutan Bukan Kayo;

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.S3/Menhut-
Ill2oogtentangPemasukandanPenggunaanAlat
Untuk Kegiatan Izin usaha Pemanfaatan Hutan Atau
Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 2651;

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
IIl2OtO tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 377);
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Menetapkan

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.l4/Menhut-
II I 20 11 tentang lzin Pemanfaatan Kayu;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3o/Menhut-
II|2AI2 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal dari Hutan Hak;

25- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9
Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2O1O tentang
Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Ralryat
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2Ol2
Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN
KAYU DAT{ ItrTVENTARISASI TEGANAII.

BAB I
K TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimal<sud dengan :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak
dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.

3. Hutan Negara adatah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani
hak atas tanah.

4. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat
yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara,
dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau
Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen
penguasaan/pemilikan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan
Nasional.

5. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah
dibebani tzin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan
Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
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6.

7.

E.

9.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK

adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digUnakan
bagi pembangunall di luar kegiatan kehutanan-

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan
produksi tetap d,anf atau hutan produksi terbatas menjadi bukan
ka*"s"t, hutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti
dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan-

Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan
hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan'

10. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian

kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan
fungsi kawasan hutan.

ll.Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak adalah

kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan
penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan,
pengolahan dan pelaPoran.

I2.lzin pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk
memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan
produksi yang dapat dikonversi dan telatr dilepas, kawasan hutan
produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan
k"*a*"t, hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin
pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin
peruntukan.

l3.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat
IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat
sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada

satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh
pejabat yang berwenang.

14.IUpHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan
hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan
pemasaran.

15.IUpHHK-HT adatah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan
hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi
melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanannatL,

pemeliharaan, pemarrenan, dan pemasaran.

I6.IUpHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan
hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanamart pada hutan
prod.uksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan' penaflaman,
pemelitraraan, pemarlenan, dan pemasa-ran'

$
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l7.Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL

adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal

dari produk industri primer hasil hutan kayu'

lS.Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT

ad,alah industri primer hasil hu-tan kayu dan industri pengolahan kayu

lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan

hukum.

19.Tempat Penampungan Terdaftar yar,ig selanjutnya disingkat TPT adalah

tempat p".rgr-p.ri-ro t "yo bulat dan/atau kayu olahan ,raL<yat 
yang

berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha

atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas KabupatenlKot'a'

20. Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, yang selanjutnya disebut

Hasil Hutan ri* ia*ah hasil hutan yang berupa kayu yang berasal dari

tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau

lahan masYarakat.

2l.Kayu olahan Hutan Hak/Kayu olahan Rakyat adalah produksi hasil

pengolahan kayu bulat yang diubah di lokasi tebangan dengan

In".rsgurrakan iat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.

22.Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat

keterangan yang menyatakan penguasaan,- kepemilikan dan- sekaligus

sebagai bukti legalitas p"ttg"ttgkotan hasil Jrutan hak (kayu bulat atau

k.y" olahan r"fyat) "."rr"i dingan jenis kayu yang ditetapkan atau

pengangkutan lanjutan semua jenis kayu'

23. Nota Angkutan Penggunaan sendiri adalah dokumen arlgkutan semua

jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang

dibuat oleh pemilik hasit hutan hak dengan tujuan selain Izin usaha

Industri primer Hasil Hutan Ka5ru, Industri Pengolahan Kayu Terpadu,

IndustriPengolahanKayuLanjutandanTempatPenampungan
Terdaftar.

24. Surat Keterangan Asal-Usul yang selanjutnya disingkat sKAU adalah

dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan

penguasaan, kepemilikan d; sekaligus sebagai bukti legalitas

p"rr!"rgkotan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat)'

25. Surat Angkutan Pengganti yang selanjutnya.disingkat sAP adalah surat

yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak dari pelabuhan

umum ke tempat tujuan aor."-.tt Nota Angkutan atau Nota Angkutan
penggunaan bendiri atau SKAU, yang diterbitkan oleh petugas

perusahaan Penerima kaYu'

26.Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau- Perangkat

Desa/Kelurahanyangtelalrmengikutipembekalanpengukurandan
pengenalan jenis kayu, yang diangkat rlan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Kabupate n / Kotaatas nam a Vupa{i lWalikota untuk menerbitkan SKAU'

27.Penerbr.t SKAU secara sef asses sment adalah pemilik kayu pada hutan

hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau

yang disetarakan.
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2S.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas azas kekeluargaan.

29.Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan
pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang
dilaksanakan dengan intensitas sebesar 5o/o (lima persen).

30. RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran d.ari RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan KaYu).

3l.Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan
DR yang harus dibayar kepada negara akibat dani izin pemanfaatan
kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan
p.rtyi"pa.t-t"tt"tt dalan pembangunan hutan tanaman, dan dan areal
k"*"*tn hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih
terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami
sebelum terbitnya HGU.

32.Ni1ai Tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil
Produksi.

33. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya
disebut SPP-GR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban
penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh wajib Bayar.

34. Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri

Sipil Kementerian Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi
tugas serta wewenang untuk menerima dan menyetor ke Kas Negara dan
mengadministrasikan penggantian nilai te gakan.

35.Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

36. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan-

37. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan adaLah Direktur Jendera-l yang
diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan'

38. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan adalah Direktur Jenderal yang

diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.

39. Gubernur adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Propinsi
sesuai dengan wilayah kerjanYa.

4O. Bupati adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupatenf Kota sesuai dengan wilayah kerjanya'

41.Dinas Propinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan di daerah propinsi-

42.Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di

bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota-

:i.
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43. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan.

44. Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala
Balai.

45.Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya
disingkat GANIS PHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di
bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai
dengan kualifikasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai
atas Nama Direktur Jenderal.

46.APHI adalah Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia-

BAB II
PERSYARATAIT AREAL DAIT PEMOHON SERTA KESTENAITGAN

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU TIPK}

Bagian Kesatu
Pers5raratan Areal dan Pemohon

Pasal 2

(1) Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK meliputi :

a. HPK yang telah dikonversi dengan cara pelepasan kawasan hutan
atau kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan
hutan;

b. penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan
hutan; atau

c. APL yang telah diberikan izin peruntukan.

(2) Pemohon yang dapat mengajukan IPK adalah :

a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha Milik Negara;
d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

(3) Areal pada penggunaan kawasan hutan dengan cara pinj?m pakai' ' 
sebagaimalla dimaksud pada ayat (1) huruf b, izrn pinjam pakai kawasan
hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.

(4) Permohonan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
c, dikecualikan terhadap pemanfaatan kayu yang tidak ekonomis.

Pasal 3

Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3), meliputi:
a. lzin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan

produksi.
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b- lzin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan

lindung Uagi f S (tiga belas)1zin pertambangan sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Presiden Nomor 4L Tahun 2oo4 sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4'

c. Izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kegiatan pertambangan,

baik p"a. k"*"** hutan produksi maupun pada kawasan hutan

lindung.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian IPK

Pasal 4

(t) IPK pada areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hunrf a'

diberikan oleh KepalJnitt"" Propinsi selaku Pejabat Penerbit IPK'

(2) IPK pad.a areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c'

diberikan oleh KepalJOinas Kabupaten selaku Pejabat Penerbit IPK'

BAB III
TATACARAPERMoHoNAIIDANPENTELESAIANPER.II|IoHoNAN

Bagian Kesatu
Izin pemanfaatan Kayq Pada efi, y"11g Telah Dibebani lzin Peruntukan

Pasal 5

(1) Permohonan IPK pada areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan

tembusan kePada :

a. Kepala Dinas ProPinsi;
b. Kepala Balai; dan
c. Kepala BPKH.

(2) permohonan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dilengkapi

persYaratan :

". 
pttot opi Kartu Tanda Pendud.uk untuk pemohon perorallgan atau

AktePend.irianperusahaanpemohonbesertaperubahannyai
b. Fotokopi izin peruntukan penggunaa-n lahan seperti iztn bidang

pertanian, p.ik"btlnan, perikanan,- pemukiman' pembangunan

transportasi, sarana prasarana wilayah' pembangunan sarana

komunikasidaninformasi,KuasaPertambangan'PKP2Byang
d,iterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

e. Peta lokasi Yang dimohon.

Pasal 6

(1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan lg9agaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21, Pejabat Penerbit IPK menolak

permohonandalamjangkawaktu14(empatbelas)harikerjasejak
permohonan diterima.

a
T



(1)

t2l Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimallTif:l
dalam Pasal 5
teknis kepada
Balai.

huruf a dalam
perusatraan
alamat, dan

ayat -121, Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan

Kepala'dittt* Propinsi, dengan tembusan kepada Kepala

(3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

dilampiri dengan persyaratan p"t-oho.t"tt sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 aYat (2)-

Pasal 7

Kepala Dinas Propinsi dalam jangka wa,kju 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal diterimanya permintaan pertimbullFutt teknis sebagaimana

dimaksud dalam it"""t 6 ayat (2), menerbitkan pertimbangan teknis

atau penolakan kepada Kepala'ii.t." Kabupaten dengan tembusan

kepada Direktur Jenderal, Bupati dan Kepala Balai'

Pertimbangan teknis Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud

padaayat(1),didasarkanhasilpenelaa}ranterhadapstatuskawasan
irutan ilan kondisi perusahaan pemegang izin peruntukan'

Pasal 8

(1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana d'imaksud dalam Pasal

7, Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk :

a. melakukar_ timber cruising pada areal yang dimohon dengan intensitas

5% (lima persen) untuk 
"Lt 

rtott pohon dan d'iselesaikan dalam jangka

waktu paling lambat 25 (dua p.tt.rtt lima)_hari kerja sejak diterimanya

surat perintah dan membuai Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(RLHC); dan
menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada

Berita A."m dan ditandatangani oleh pengurus

dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama' jabatan'

p"tttSiat"ttt kebenaran pelaksanaan timber cruising'

(2|RekapihrlasiLHCsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf
d.igunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangan untuk :

a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
b.penetapanBankGaransid.aribankpemerintahyangbesarnya3ll2

itig" p"t duabelas) dari taksiran volume tebangan'

(3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

padaayat(1)'PejabatPenerbitlPKmemberikansuratpersetujuanlPK
dan kepada pemohon diwajibkan untuk :

a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 5o (lima puluh)

hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah;
b. melaks"of".t penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan

palinglambatsolti*"puluh)harikerja,sejakditerimanyaSurat
Perintah; dan

c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah'

9̂ (21

b.

b,
-t
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t4l Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

diterbitkan Keputusan Pemberian IPK.

(5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 5o (lima puluh) hari keq'a, surat
persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)'

salinan/tembusannya disampaikan kepada :

a. Direktur Jenderal;
b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
c. Kepala Dinas Propinsi; dan
d. Kepala Balai.

Pasal 1O

(1) Berdasarkan keputusan pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (41, pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan,
penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan,
pengangkutan-, dan pembongkaran di tempat penimbunan ka5ru (TPK)

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten-

(2) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
pembayaran penggantian nilai tegakan.

Pasal 11

pemegalg IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK, kecuali
Pemegang IPK yang berasal dari APL Murni-

Baglan Kedua
Izin Pemanfaatan Kayq pada HPK yang Telah Dlkonversi atau

Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 12

(1) permohonan IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a'
diajukan oleh pemohon kepada pejabat penerbit IPK dengan tembusan
kepada:
a. Direktur Jenderal;
b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
c. Kepala Dinas KabuPaten;
d. Kepala Balai; dan
e. Kepala BPKH.

(2\ Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
persyaratan :



a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau
Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
Foto copy Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang
telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenangi dan
Peta lokasi yang dimohon.

Pasal 13

Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud datam Pasal L2 ayat (2.;;, Pejabat Penerbit IPK menolak
permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan diterima.

Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
d,alam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan
teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai.

Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L2 ayat (21.

Pasal 14

(1) Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 13 ayat {2), Kepala Balai dalam jangka waktu 7

(tduh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan permintaan
pertimbangan teknis menyarnpaikan hasil penelaahan terhadap kegiatan
frsik di lapangan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya hasil penelaahan terhadap kegiatan fisik di lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan pertimbangan teknis
atau penolakan kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Balai, dan Kepala BPKH'

Pasal 15

(1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

t4 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon

untuk:
a. melakukan timber cntising pada areal yang dimohon dengan intensitas

5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka
wakiu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya
surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cniising
(RLHC); dan

b. menuangkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam Berita Acaia dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan

dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama' jabatan, alamat,
pernyataan kebenaran pelaks araaarr timber cruising'

{2) Rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,' ' 
aigunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangan untuk :

b.

c.

(1)

(2)

(s)d,

t



dituangkan dalam Keputusan IPK; dan

penetapanBankGaransidaribankpemerintahyangbesarnyaSll2
ttig" p"t duabelas) dari taksiran volume tebangan'

(3) Daram har pemohgn t9lah .T:1?:',11jfi?:i":i-u^?T:::"Tinfi;*
;ffi"";ftr|, T":;u". e.r!1git rpr m"mierikan surzrt persetujuan IPK

i"n t<epada pemohon diwajibkan untuk :

a. membuat Rencana penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh)

hari kerja sejak diterimanya Surat- Perintah;

b. #ffi"##; penataan batas blok. tebangan. tln:.*-Tj'l:-t:-ii5ff
pating lambat 5t-0i*; puluh) hari kerja- sejak diterimanya surat

Perintah; dan
c. menyampaikan Bank Garansi d'ari bank pemerintah'

(4)Dalamhalmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(3)'
diterbitkan Keputusan Pemberian IPK'

(5) Dalam hal pemohon^.'iq+ melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksudpadaayat(3},d.alamwaktu5o(limapuluh)harikedasurat
persetujuan IPK dibatalkan'

Pasal 16

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

salinan/te*tr-.="ottya disampaikan kepada :

a. Direkhrr Jenderal;
b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
c. Kepala Dinas KabuPaten; dan
d. Kepala Balai-

a.
b.

?

15 ayat (4)

15 ayat (5),

.i*

-

Pasal 17

(1)BerdasarkanKeputusanPemberianlPKsebagaimanadimaksuddalam
Pasal15ayat.(4),pemeganglPKmelakukankegiatarrpenebangan,
penyaradan, ;.;b;dtt batang, pembuatan. LHP di TPn' pemuatan'

pengangkut"t, 
-;; "pe-uo"gt#;-g temp-at penimbunan ka5ru (TPK)

yang ditetapkan ot"t'f"palabinas Kabupatett d"t dibuat Laporan Hasil

Produksi (LHP).

{2}BerdasarkanLHPsebagaimanadimaksudpad'aayat(1)'dikenakan
pembayaran penggantian nilai tegakan'

Pasal 18

(1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK'

(2) Volume kayu untuk perhitungan penggatlit nilai tegakan dihitung

berdasarkan volum. pud" Laporan Hasil Produksi (LHP)'

(3) Berdas arkan LHp sebagaimana dimaksud pad.a ayat (21, Peiabat Penagih

SPP-GR *"n..bitkan SFp-CR kepada pemegang IPK'



*

(a) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi

Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 8 ayat (4) atau Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit
IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sekurang-kurangnya
memuat :

a. nama serta alamat Pemegang izin;
b. luas dan letak lokasi IPK;
c. jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu bulat yang akan

diproduksi;
d. peralatan-peralatan yang akan digunakan;
e. hak, kewajiban dan larangan pemegang IPK;
f. jangka waktu berlakunYa IPK;
g. tempat dan tanggal terbitnya IPK;
h. nama, dan tandatangan pejabat penerbit IPK; dan
i. stempel/cap instansi/pejabat penerbit IPK-

Pasal 2O

Pada areal yang telah diberikan dispensasi dalam rangka proses

permohonan pelepasan kawasan hutan pada HPK, dapat diberikan IPK

d"ng"., mengacu pada ketentuan IPK pada HPK yang telah dikonversi sesuai

peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kayu Tidak Ekonomis untuk IPK

Pasal 21

(1) Dalam hal pada areal penggunaan lain (APL) yang telatr dibebani izin
peruntukan, pada HPK yang telah dikonversi atau pada fukar menukar
k"*""ar hutan, potensi kayunya tidak ekonomis untuk dijadikan satu
izin IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), maka tidak
memerlukan IPK dan dapat melakukan kegiatan termasuk pembukaan
lahan dan penebangan Pohon.

(2) Tidak ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila volume

tegakan diameter > 3O cm dan paling banyak 5O meter kubik dalam satu
calon IPK.

(3) Potensi kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan
kewajiban membayar penggalltian nilai tegakan yang didasarkan pada

hasil timber cruising dengan intensitas IOO% (seratus persen) untuk kayu
berdiameter > 3o cm', yarrg dilakukan oleh Dinas Kabupaten.

(4) Terhadap potensi kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

diterbitkan surat dari Kepala Dinas Kabupaten'

rt



a)

(5) Terhadap kayu hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

setelah d.ilunasi kewajibannya kepad.a negara berupa penggantian nilai

tegakan, PSDH aan bR dapat diangkut dengan dilengkaoi dokumen

an-gkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 2?

(1) Sebelum melakukan pembukaan lahan dan penebangan pohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I, pemegang izin peruntukan atau

paaa Hpr yang telah dikonversi wajib melaporkan rencana penebangan

k"yo tidak ekonomis kepada Kepala Dinas Kabupaten.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Dinas

Kabupaten mela-kukan pemeiiksaan lapangan guna memastikan rencana

penebangan sesuai yang dilaporkan'

{3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
, ' ayat (2), telah sesuai, dapat 

-aurumn kegiatan penebangan dan semua

kly"'hasil penebangan baik berupa kayu bulat maupun kayu bulat kecil

di buatkan LHP.

(4) LHP sebagaimana pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perhitungan

kewajiban-pembayaran PSbH, OR dan penggantian nilai tegakan'

{5) Dokumen pengangkutan kayu hasil penebangan kaJru tidak ekonomis,

menggunakan- dokumen sKsKB yang diterbitkan secara official

assessment oleh petugas Dinas Kabupaten yang ditunjuk dan FA-KB

yang diterbitkan secara sef assessment'

BAB TV

AREAL PADA PENGGUNAAII KAqIASADI HUTAN DENGA}T CARA

PINJAM PAI(AI KAWASAN HUTAN DAN AREAL I(AWASAN ITUTAIT YN{G
TELATI DILEPAS DAN DIBEBAIYI I{AT( GUNA USAHA (HGUI

Bagian Kesatu
Areal pada Penggunaan Kawasan lfutan

dengan Cara Piniam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 23

(1) Berdasarkan keputusan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat

(3), pemegang \zin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan

p"rr"tu,,g'r, pohon dalam rangka pembukaan lahan' yang

pelaksana"1rr1y" wajib d.ilalmkan secara bertahap sesuai dengan rencana

Lerja pembuiaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban
pSbH, On dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'
(2) Pembukaan lahan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), meliputi

kegiatan penebangan pohon, penyatadan' pembagian batang'

pengukuran, pengumpulan kajru, dan pelaporan di dalam arealnya'

J\
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(3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga
teknis pengukuran yang dimiliki oleh perusahaan atau menggunakan
dari pihak lain.

Pasal 24

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan diwajibkan menyampaikan
Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3l 12 (tiga per dua belas)
dari taksiran volume tebangan berdasarkan rekapitulasi laporan hasil
cruising pada saat persetujuan prinsip izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 25

Dalam hal areal izin pinjarn pakai berada di kawasan hutan yang tidak
dibebani atau dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ka5ru, kayu.
hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang
izinpir4an pakai kawasan hutan.

ksal 26

Prosedur pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), sebagai berikut :

a. Kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan wajib dilakukan
pengukuran yang hasilnya dicatat ke dalam buku ukur-

b. Berdasarkan buku ukur, pemegang ijin prnjam pakai wajib membuat
usulan LHP.

c. Usulan LHP sebagaimana tersebut huruf b, dilaporkan untuk
dimintakan pengesahan oleh pemegang izin pinjam pakai kepada Kepala
Dinas Kabupaten dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi, Kepala Balai,
dan Kepala BPKH dengan dilampiri:
1. Foto copy izin pinjam pakai;
2. Laporan hasil produksi; dan
3. Bukti penyampaian Bank Garansi dari bank pemerintah-

d. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten memerintahkan
Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) untuk dilakukan
pemeriksaan atas kesesuaian:
1. Areal penebangan berdasarkan lokasi sesuai ijin pinjam pakai; dan
2. LHP dengan fisik kayu.

e. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan telah sesuai, P2LHP
melakukan pengesahan LHP sebagai dasar pengenaan PSDH, DR, dan
penggantian nilai tegakan.

f. Berdasarkan LHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
huruf e, Pejabat Penagih menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR dan SPP-GR.

g. Setelah terbitnya SPP sebagaimana dimaksud huruf f, maka paling
lambat 6 (enam) hari kerja Wajib Bayar harus melunasi melalui Bank
Persepsi yang telah ditetapkan.



(1)

(21

Pasa.l27

Dalam hal pembayaran PSDH, DR, penggantian nilai tegakan dan
kewajiban-kew4jiban lain telah dipenuhi, diterbitkan dokumen Surat
Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)/FA-KB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Areal Kawasan Hutan yang Telah Dilepas dan

Dibebani Hak Guna Usaha (HGUI

Pasal 2E

Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani
HGU masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara
alami sebelum terbitnya HGU, tetap dikenakan PSDH, DR dan
penggantian nilai tegakan, tanpa melalui IPK.

Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum
terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HGU
wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten.

hsal 29

Prosedur pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan atas hasil
hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami pada areal kawasan
hutan yang telah dilepaskan dan telah dibebani HGU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, sebagai berikut:
a. Pemegang HGU mengajukan pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai

tegakan kepada Kepala Dinas Kabupaten, dengan dilampiri :

1. Foto copy HGU yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
2. Foto copy akte pendirian perusahaan pemegang HGU atau foto copy

KTP apabila pemegang HGU perorangan;
3. Daftar perkiraan potensi kayu bulat yang akan dibayar; dan
4. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan.
Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2),
Kepala Dinas Kabupaten memerintahkan Tenaga Teknis (GANIS) dan
Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) PHPL-PKBR untuk melakukan
pengukuran volume kayu yang akan dibayar dan selanjutnya dibuatkan
Daftar Kayu Bulat (DKB) sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan
penggantian nilai tegakan.
Berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat pejabat pembuat
DKB, Kepala Dinas Kabupaten memerintahkan Pejabat Penagih PSDH,
DR dan Kepala Balai memerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai
tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH, SPP DR dan SPP ganti rugi nilai
tegakan.

d. Atas SPP PSDH, SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan, pemegang
HGU melakukan pembayaran di Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b.

c.
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Atas bukti setor PSDH, DR dan ganti rugi nilai tegakan yang setoran
tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian
Kehutanan, pemegang HGU dapat mengajukan permohonan
pengangkutan kayu bulat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KAYU DARI I{ASIL KEIGIATAIT PE$rIAPAI{ LAIIAN

DALAM PEMBANGUNAI{ HUTAN TANAMAN

Pasal 3O

(1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari
kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan taRaman, tanpa
melalui IPK.

(2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan Lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimasukan dalam RKT.

Pasal 31

Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),

pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk :

a. melakukan timber cruising pada areal yang akan dilakukan penyiapan
lahan dengan intensitas sYo (lima persen) untuk semua pohon dan
diselesaikan da-lam jangka waktu paling lambat 25 {dua puluh lima) hari
kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi
Laporan Hasil Cruising (RLHC);

b. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara
yang digunakan sebagai dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar penggantian
nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat di atas
kertas bermaterai berisi nama perusahaant, alamat, nama pengurus, dan
kesanggupan membayar.

Pasal 32

(1) Penatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mernbayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan
membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung
berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).

(4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih
SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT.



TATA .ARA 
"tno"?ffiSoAN 

PE,.TET oRAn
PENGGANTIANITILNTEGAI{ANDARIIIASILIPK'

PEITYIAPAN LAIIAN DALAM PEMBAI{GT'NAil IIUTAN TAI{AffAI{'
PINJATVI PAKAI KAWASAN HUTAI{ DAI{ AREAL KAWASAN I{UTAN

YANG TEI,AII DILEPAS DAT{ DIBEBAI{I HAK GUNA USATIA (HGUI

Bagian Kesatu
TataCarauntukPemeganglzinPemanfaatanKayu

Pasal 33

{1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan

yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangar. setelah dikurangi kewajiban

PSDH, DR dan biaYa Produksi.

(2)Biayaproduksisebagaimanadimaksudpadaayat{1)'ditetapkanoleh
Menteri, aengan mei.perhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan

masukan dari Asosiasl Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat

diterbitkan setiap 6 (enam) bulan'

Pasal 34

(1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26

huruf f, ditembuskan kePada :

f,'

\>

Lembar pertama untuk wajib baYar;
Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten;
Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
Lembar kelima untuk arsip pejabat penagth'

(2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang

IpK melakukan pemb"y"r":rt ke Rekening Bendaharawan Penerima MK

PNBP Ganti nugi Nilai Tegakan Nomor 1O2 0005361-9'-7 pada Bank

Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan'

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (21, disampaikan kepada

Kepala Balai aai tepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)'

(4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan
' 'atas penerbitan sbp-cR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan

kepad^a Sekretaris Jenderal, Kepala Dinas Propinsi, dan Kepala Dinas

KabuPaten.

Bagian Kedua
TataCaraUntukKegiatanPenyiapanLahandalam

Pembangunan Hutan Tanaman

Pasal 35

(1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)'

menerbitkan spp-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh

a.
b.
c.
d.
e.



Menteri Perdagangan setelatr dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya

produksi.

(2|Biayaproduksisebagaimanad.imaksudpad.aayat(1},ditetapJ<anoleh
Menteri, dengan meirperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan

masukan dari Asosiasi eengUsaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat

diterbitkan setiap 6 (enam) bulan'

Pasal 36

(1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat {4) ditembuskan

kepada:
Lembar pertama untuk wajib baYar;
Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten;
Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
lembar kelima untuk arsip pejabat penagih'

(2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang

IUPHHK-HT melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan
penerima MK PNBP Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 1O2 OOO536L9L7

pada Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan-

{3) Bukti setor sebagaimana d.imaksud pada ayat (2), disampaikan kepada

Kepala Balai aai tepada pejabat penerbit SKSKB untuk diterbitkan

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)'

(4) Kepala Ba-lai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan
' 'atas penerbitan spp-cR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan

kepad-a sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.

Bagian Ketiga
Tata cara untuk Areal Pinjam Fakai Kaurasan Hutan dan

Areal Kawasan Hutan yang Telah bilup." dan Dibebani Hak Guna Usaha

Pasal 37

(1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f
dan Pasal 29 huruf c, menerbltkan sPP-GR berdasarkan harga patokan

yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelatr dikurangi kewajiban

PSDH, DR dan biaYa Produksi.

(2)Biayaproduksisebagaimanadimaksudpadaayat(1),ditetapkanoleh
Menteri, dengan meirperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan

masukan dai. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat

diterbitkan setiap 6 (enam) bulan'

Pasal 38

(1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29

huruf c, ditembuskan kePada :

a. Lembar pertama untuk wajib bayar;

a-
b.
c.
d.
e.

";,

!
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b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten;
c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi;
d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.

Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang HGU melakukan
pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBP Ganti Rugi
Nilai Tegakan Nomor lO2 OOO53619L7 pada Bank Mandiri Cabang
Jakarta, Gedung Pusat Kehutanan.

Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (21, disampaikan kepada
Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan
Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).

Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan
atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan
kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.

Format blanko SPP-GR, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII
Peraturzrn ini.

BAB VII
HAK, KEWA"'IBAN DAN LARANGAN

BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN I{AYU

Pasal 39

Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan iztn yang
diberikan; dan

b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran
atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud butir a, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4O

Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;
membayar PSDH dan DR;
membuat dan menyalnpaikan laporan bulanan atas pelaksanaan
kegiatan IPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 3O (tiga
puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja;
melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal IPK sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
mengamankan area,l IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan
kebakaran hutan; dan

h. menaati segala ketentuan di bidang kehutanan.

(3)

(4)

(s)

a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.



DalammencegahpenyalahgunaanlPKuntukkegiatanperkebunan,maka
tJ."X11ffff"'rpK 

tahap r disesuaikan dengan ketersediaan jumlah bibit
- 

t".r.*an perkebunan yang tersedia; dan

b. pemberian t r" IPK -t rr.p b.rik rt ry. diberikan berdasarkan

kemampuanrealisasiluaspenanamantanamanperkebunanpadatahap
I IPK.

BAB VIII
PERPNTJAITGAIT IZIN PEMANFAATAN KAY-I'

\1
(1) IPK diberikan Paling

d,apatdiPerPanjang 1

(21 Permohonan PerPanjangan
IPK sesuai kewenangannya'
berakhir.

Pasal 42

lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun' dan

(satu) kali-

IPK disampaikan kepada Pejablt Penerbit-4"" 
Ji":.rtur, 2 (dua) bulan sebelum IPK

Pasal 43

(1)PermohonanperpanjanganlPKsebagaimanadimaksuddalamPasal42
ayat (2), dilampiri dengan persyaratan :

a. peta lokasi Yang dimohon;
b. laporan t "*"jtt""tt 

pelaksanaan penggutt?* lahan;

c. laporan reahsla.si pJhk*u.r,."an tpt< aaii tartun sebelumnya; dan

d.. tanda bukti pelunasan p"-;;t;;"tr psoH dan DR serta penggantian

nilai tegaktn a"ti pelaksanaarrlPK tahun sebelumnya'

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana d,imaksud pada ayat (1) terpenuhi'

d.iterbitkan p.riu't'3*gan IPK oleh pejabat penerbit IPK'

BAB IX
PERALATAN UNTUK KEGIATAN IPK

Pasal 44

(1)IPKyangdiberikankepadapemegangizind'anizinpinjampakaikawasan
hutan, a.r-""r,tt a"" Ut't"ttti-:f*" :"P"g3i Izin Pemasukan dan

Pengguna..,p.,ur.tankea"ram"."""rlzinPemanfaatanKayudalam
."ttgf. pelaksanaan kegiatan izin'

(2)Kebutuhanjumlaha]atbagipemegangizinpinjampakaikawasanhutan
sebagaimana Jimaksud pada.v"tir), .ukup melaporkan kepada Kepala

Dinas ProPinsi-



(1)

(2\

(3)

Pasal 45

Kebutuhan jumlah alat pada IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal44
ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan luas areal kerja IPK dan potensi
kayu yang sekaligus dicantumkan da-lam Keputusan pemberian IPK.

Pemegang IPK yang akan menambah,- mengurangi atau mengganti alat,
wajib melaporkan kepada pejabat penerbit izin IPK.

Pemegang izin pinlam pakai kawasan hutan yang akan menambah,
mengurangt atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas
Propinsi.

Pasal 46

Dalam hal terdapat kayu hasil penebangan IPK yang masih berada dalam
area-l kerja, sedangkan IPK tersebut telah berakhir, dapat diterbitkan izin
alat untuk kepentingan mengangkut kayu dimaksud.

lz,in alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh pejabat
penerbit IPK sesuai kewenangannya.

BAB X
PEMBIITAAIT, PENGENDALIAN, DAIT PELAFORAN
BAGI PELAKSA!{AAN IZIN PEMAITFAATAN KAYU

Pasal 47

{1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas
pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi.

(2) Kepala Dinas Propinsi melakukan pembinaan dan pengendalian teknis
atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 48

(1) Kepala Dinas Propinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK
yang diterbitkan sesuai kewenangannya.

Kepala Dinas Kabupaten melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK
yang diterbitkan sesuai kewenangannya.

Pasal 49

Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IPK
kepada Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten.

Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten wajib membuat dan
menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Direktur Jenderal
atas rea-lisasi IPK-

,.,

(1)

(21

(2)

(1)

(2)

{
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BAB XI
HAPUSNYA DAN SAIIIKSI BAGI IZIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu

Hapusnya lzin Pemanfaatan KaYu
Pasal 50

(1) IPK hapus karena :

a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin

berakhir.

(2) Dengan berakhirnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
menghapus kewajiban pemegang izin untuk :

a. melunasi pembayaran PSDH dan DR;
b. melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan; atau
c. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam

rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi lzin Pemanfaatan KaYu

Pasal 51

(1) IPK dapat dicabut, apabila pemegang IPK :

a. tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata dalam
wakhr 3O (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;

b. meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-
turut sebelum IPK berakhir;

c. memindahtangankan IPK tanpa seizin pemberi tzin; atau
d. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2OO4.

{2) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, b, dan c didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 20 (dua puluh)
hari kerja, oleh pemberi izin.

(3) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, tanpa diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 52

(1) Pemegang IPK atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
dikenakan sanksi:
a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 jo.

undang-undang Nomor 19 Tahun 2OO4, apabila melakukan
penebangan diluar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.

E
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b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan
penggantian nilai tegakan ka5ru, apabila :

1. Melakukan penebangan di luar area-l IPK tetapi masih di dalam
areal izin peruntukan.

2. Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara
bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan
yang telah ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan.

3. Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan.
4. Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.

c. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila tidak
melapork€rn penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan.

Pemegang izin sah lainnya (seperti izin perkebunan, transmigrasi, dan
lain-lain) dikenakan sanksi :

a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2OA4, apabila melakukan
penebangan diluar areal izin peruntukan.

b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah membayar PSDH, DR dan
penggantian nilai tegakan ka5ru, apabila melakukan penebangan di
areal izin peruntukannya, tanpa memiliki IPK untuk volume tegakan
lebih dari 5O meter kubik.

Tata cara pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c dan ayat {21 huruf b, mengacu pada Peraturan
Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif terhadap Pemega ng Izin Pemanfaatan Hutan.

Pasal 53

Mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) diatur
sebagaimana pemanfaatan kayu sesuai Peraturan ini.

Dalam hal pada areal yang akan dibebani IPK terdapat hasil hutan
bukan kayu (HHBK), izin pemanfaatannya dimasukkan dalam IPK.

BAB XII
PEMANFAATN{ I{ASIL HUTAN

PAI)A APL YANG TIDAK DIBEBANIIZIN PERUNTUKAN

Pasal 54

Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk
ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi
hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan
pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak (APL
murni) tidak diperluka n izin peneban gan/ pemungutan.

Hutan Hak dibutikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa :

a. Sertifikat Hak Milik, atau Letter C, atau Girik;
b. Sertifikat Hak Guna Usaha atau Hak Pakai; atau

a

(3)

(U

(21

(1)

(2|

(3)



a-J

c. Surat atau dokumen lainnya yarrg diakui sebagai bukti penguasaarl
tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan
hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional.

(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh
secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari
kawasan hutan menjadi Areal PenggunaanLatn dan telah dibebani hak,
seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizrnan lainnya yang dikeluarkan
Badan Pertanahan Nasional, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil
Hutan yang Berasal dari Hutan Negara-

Pasal 55

(1) Sebelum dilakukan penebangan oleh pemilik lahan, dilakukan
inventarisasi tegakan oleh Dinas Kabupaten.

(2) Petaksanaan inventarisasi tegakan terhadap kayu yang tumbuh alami
dilaksanakan setelah mendapatkan laporan dari pemilik lahan sebelum

melakukan penebangan, dimana pelaksana€rnnya mengikuti ketentuan
sebagai berikut :

a. Terhadap luas areal seluruhnYa
inventarisasi dilakukan dengan metode sampling dengan intensitas
sampling minimal sebesar 5 % (iima persen)'

b. Terhadap luas areal seluruhnYa
inventarisasi dilakukan dengan metode senslls'

(3) Hasil inventarisasi tegakan dicantumkan ke dalam Berita Acara
Inventarisasi Tegakan yang ditandatangai oleh Tim Dinas Kabupaten
serta diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten'

(a) Hasil inventarisasi tegakan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku
selama 2 (dua) hingga 8 {delapan) bulan, tergantung pada potensi
tegakan yang ada Pada hutan hak-

(5) Terhadap hasil hutan hak yang belum terrnanfaatkan seluruhnya selama
periode masa berlakunya inventarisasi tegakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (41, dilakukan pemeriksaan sisa potensi (stock ahir) kayu bulat

V*g iruf.ot .tt pada iaat berakhirnya masa bedaku inventarisasi
tegakan.

(6) Pemeriksaan sisa potensi (stock akhir) kayu bulat sebagaimana

dimaksud pada ayat t5), dilakukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

BAB XIII
TATACARAPE!5GAISGKIITARIIASILIIUTAISIIAK

Bagian Pertama
Umum

Pasal 56

(1) Surat Keterangan asal-usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak
berupa:

Er



Nota Angkutan;
Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
SKAU; atau
Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).

(2) Setiap hasil hutan hak yalg diangkut dari lokasi tebangan atau tempat
pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota
Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau
SKSKB, yang merupakan dokumerr angkutan hasil hutan dari hutan
hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 57

(1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a
digunakan untuk :

a. Pengangkutan kayu jenis : cempedak, Dadap, Duku, Jambu,
Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka,
Rambutan, Randu, sawit, sawo, sukun, Trembesi, w.aru, Karet,
Jabon, Sengon, dan petai; atau

b. Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua
jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum.

{21 Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat {1) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak
semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan
tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TpT.

(3) SKAU sebagaimala dimaksud pasal 56 ayat (1) huruf c, digunakan
untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota
Angkutan dan Nota Angkutan penggunaan Sendiri.

(4) SKSKB sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) huruf d, digunakan
untuk setiap angkutan hasit hutan hak yang tumbuh secara alarni.

Pasal 58

Terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut
dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan
berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai
dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu pada bontos kayu
oleh pemilik kayu.

Dalam hal penganglmtan kayu dari areal hutan hak mengalami
kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan d*rrg*r.
menggunakan gergqii mekanis dan/atau non mekanis.

(3) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap
menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan
Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57.

\G?

(U

{21



(4) Pengangkutanlanjutan
b, menggunakan Nota
asal.

sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huru!
engk;tan dengan mencantumkan nomor SKAU

(1)

{21

(1) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh.- 
yang bersangkutan, dengan menggunakan
Peraturan BuPati ini-

{21 Nota Angkutan Penggunaan Sendki dibuat
menyertai Pengangkutan kaYu'

Bagiaa Kedua
Nota Angkutan

Pasal 59

Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli

atari pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak, dengan

*"rgl-,rtrakan format Lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak perlu

ditetapkan Nomor Seri.

penerbit Nota Angkutan tidak perlu diteta.pkan pengangkatannya,

cukup melaporkai kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat

Desa/ Kelurahan setempat, dengan^ menunjukkan bukti identitas diri'

Bagian Ketiga
Nota Angkutan Pengguraan Sendiri

Pasal 60

pemilik hasil hutan hak
format LamPiran II

1 (satu) lembar untuk

Vz

\c'

{1)

{21

Bagian KeemPat
SKAU
Pasal 61

SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat

Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut'

PejabatPenerbitSKAUsebagaimanadimaksudpadaayat(1),
aiiJ"p6n oleh Kepala Dinas fabupaten atas narna Bupati, dengan

persyaratanrepalaDesa/Lurah.t..'PerangkatDesa/Kelurahan
tersebut memiliki surat keterangan telah mengikuti pembekalan

p."g"f."t". d; pengenal-an 3enis kayu dari hutan hak yang

ai"Jt"rrggu.rakan otel, oinas propinsi / Kabupaten / Kota I Balai.

Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang

memenuhi persyari_tan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dapat

menggunakan plnerbit sKAU dari desa/kelurahan terdekat.

Dalam hal penerbit sKAU dari Desa/Kelurahan terdekat sebagaimana

dimaksudp"a"ayat(3)tidakada,makadapatditunjuk"petugas
Kehutanan berkualifikasi wasganis PHPL dengan surat Perintah T\rgas

Kepala Dinas KabuPaten.

(3)

(4)



r'1Uj'
(1)

E

{5} Terhadap hutan hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan
Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang
ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis
ka1ru, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara self assessment,
dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas
Kabtrpaten sebagai penerbit-

(6) Penerbit SKAU secara sef assessment sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), w4jib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak
miliknya kepada Kepala Desallurah atau Perangkat Desa/Kelurahan
setempat.

Pasel 62

Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit
SKAU, dengan cara :

a. Menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volumefberat
yang akan diangkut; dan

b. Menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titellhak
atas tanah, dengan menggunakan format Lampiran III Peraturan
Bupati ini.

TUgas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan
adrninistrasi dan perneriksaan fisik yang diqjukan pemilik hasil hutan
hak.

Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat {2],,
dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal-usul
hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan
memastikan bahwa hasil hrrtan hak tersebut berasal dari lokasi yang
benar yang dibrrktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah.

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan
melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran
volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan yang akan
diangkut.

Kegiatan Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (41,

Penerbit SKAU dapat dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran
hasil hutan.

Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat {4J,
dimasukkan dalan Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKBIDKO) sebagai
dasar penerbitan dokumen SKAU dengan menggunakan format
Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU, apabila dari ahsil
pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah
dinyatakan benar.

{21

(3)

{4)

(5)

(6)

(71



(1)

{2)

Pasal 63

Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan
pengisisan serta penerbitannya oleh Penerbit SKAU, dengan
menggunakan format Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Penetapan Nornor Seri SKAU dilakukan oleh masing-masing penerbit
SKAU, dengan memberikan nomor urut.

Pasal 64

Penerbit Nota Angkutan atau Penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri
atau Penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi
dan fisik hasil hutan hak.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSI(BI

Pasal 65

(1) SKSKB diterbitkan oleh Ganis PHPL-PKBR atau Wasganis PHPL ditempat
hasil hutan hak tersebut akan diangkut.

(2) Pejabat Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atas narna Bupati, dengan
persyaratan petugas tersebut berkualifikasi dan telah mengikuti
pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang
diselen ggarakan oleh Dinas Propins i / Kabupaten I Kota { B alai.

(3) Pengangkutan kayu bulat dan kayu bulat kecil menggunakan dokumen
SKSKB dilampiri dengan Dokumen Kayu Bulat (DKB) yang diterbitkan
oleh petugas Ganis PHPL atat Wasganis PHPL yang ditugaskan oleh
Kepala Dinas Kabupaten.

(a) Dafam hal kayu bulat telah mengalami perubahan bentuk, maka
dokumen SKSKB dilampiri dengan Berita Acara Perubahan Bentuk.

{5) Pengolahan KB dan KBK yang diperkenankan hanya menjadi bentuk
pacakan, yaitu kayu berbentuk persegi yang diolah dengan
menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.

(6) Pengolahan kayu dari pohon tumbuh alami di dalam lahan/areal milik
masyarakat menjadi olahan diperkenankan dilakukan di dalam areal
dengan persetujuan Kepala Dinas Kabupaten dan hanya diberikan
terhadap potensi/volume kayu < 50 meter kubik.

BAB XTV
PENGGUNAAN DOI(I'MEIT HASIL ITUTAIT KA.Y_T'

Pasal 66

(1) Blanko Nota Angkutan atau Blanko SKAU dibuat 6 (enam) rangkap
dengan peruntukan sebagai berikut :

\tt



Lembar ke-l

Lembar ke-2
Lembar ke-3
Lembar ke-4
Lembar ke-S
Lembar ke-6

menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus
arsip bagi penerima;
untuk Kepala Dinas Kabupaten;
untuk arsip Pemilik Hasil Hutan;
untuk Kepala Dinas Propinsi;
untuk Kepala Balai; dnn
untuk arsip Penerbit.

(;,,

{2)

(3)

{u

(21

Blanko Nota Angkutan untuk lembar ke-Z,lembar ke-4 dan lembar ke-
5 sebagaimalla dimaksud pada ayat {1}, disampaikan oleh pengangkut
hasil hutan hak kepada yang berhak menerima secara langsung
maupun melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.

Blanko SKAU untuk lembar ke-2, lembar ke-4 dan lembar ke-S
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), disampaikan oleh Penerbit SKAU
kepada yang berhak menerima secara langsung maupun melalui pos
atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal 67

Masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri
atau SKAU atau SKSKB ditetapkan oleh masing-masing Penerbit
dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal, apabila terdapat
hambatan di perjafalrall dan masa berlaku dokumen Nota Angkutan
atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU atau SKSKB habis,
maka dibuatkan surat keterangan yang dibuat di atas kertas
bermaterai cukup dari pengemudi/nakhoda kapal.

Alamat tujuan pengangkutan hasil hutan ditetapkan oleh Penerbit Nota
Angkutan atam Penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau
penerbit SKAU atau Penerbit SKSKB sesuai dengan rencana pengiriman
ke tempat tujuan pengiriman.

Pasal 68

(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan
Sendiri atau SKAU atau SKSKB hanya berlaku untuk 1 (satu) kali
penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali
pengrengkutan dengan 1 {satu) fujuan.

(21 Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan
hak dengan lebih dari I (satu) dokumen angkutan-

Pasl 69

tl) Setiap pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT,
dan TPT, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum,
dokumen Nota Angkutan atau SKAU atau SKSKB dilaporkan kepada
Petugas Kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutrtya
dibubuhkan cap/tanda tangan Petugas Kehutanan yang berfugas.

a



(2t setiap pengangkutan l",=11, i::l:l *:::-, I*1#i,1*ffiX**-uYHn"-ffi.,,1"?:ilffi "1?6d*il;-*;sd;**'*:'ii*L.'*::'ti:nffi """;ff#:''ifi 4:"y':^-;:l*tt,ff :%iff i,f"",;fl lll
ffi '#?ilu1il#l'oJGl"'il""'"r1,{f^'l:::nf"X':?3*"##
:tr[Tfi.itfi,i-?tfi,rinu"" ""plo"a" 

i*'g* Petugas Kehutanan

1.\ c9

yang bertrrgas'

(3)Dokumenangkutan.lanjutanyangdigunakanunttrkmengarrgkuthasil
hutanhakdaripelabuhanumumketempattujuanpengangkutanNota
AngkutanatauNotanngkutanP'elssunaanSendiriatauSKAU
menggun.r.un sap yang aitJrli*"n oleh pembeli/pemilik hasil hutan'

(4}BlankoSAPsebagaimanadimaksudpadaayat(3},dibuatsendirioleh
pemilik krasii nulan hak dengan menggunakan format Lampiran vI

Peraturan BuPati ini'

(5)Dalamhalpengangkoql'hasilhutanhakdenganmenggunakanpeti
kemas a"rJ", 

-Giutt rulpnnr dan IPKT melalui pelabuhan umum

sertamengalamiperubahan_alatangkut,makadokumenNota
Angkutan lt"r, SKAU v"ng 

-*.nyertainya ietap berlaku sampai di

tujuan akhir'

t6)Dalamhalpengangkutansebagaimanadimaksudpadaayat(5),
mengalami rrl*u""t"r, a"ll..* p"ig"rgk]itan lanjutan dari pelabuhan

umum ke tujuan ao3.,*..r,T.f,. i3i pEti kemas dapat dipecah meniadi

2 {dua} pt[i kemas atau lebih' dengan menggunakan SAP yang

diterbitkan oleh pemrculi"*ilil. -r* 
"hutan rrat ai pelabuhan dan

dokumen Nota Angkutan il; SKAU dimatikan oleh GANIS-PHPL serta

menjadi lampiran sAp, ..J"rgr.an lampiran sAP untuk peti kemas

lainnyamerr-ggunakanfoto.JpyNotaAngkutanatauSKAtlyang
bersangkutan'

(71 SAP sebagaimiit d:*1ksud pada--ayat (6)' merupakan bagian dari

dokumen asaf (Nota Angkutan atau SKAU)'

(8)SetiappenerimaanhasilhutanhakdariIUIPHHK,IPKTdanTPT,
dilaporkan kepada GANIS fitt pafing lambat 24 (dua puluh empat) jam

sejak ked"atangan' 1'aitu dengan menyarnpaikan Lembar ke-l Nota

Angkutan atari sxau ,rrrt rt Jimatikan dan selanj"tttll GANIS PHPL

tersebut melakukan p"*"tir"aan fisit<, yaitu perhitungan jumlah batang

dan penetapan jenis y*g dibuat dalam Berita Acara'

t9)DalamhaldiIUIPHHK,IPKTdanTPTbelrrmtersediaGANISPHPLyang
memenuhi persyaratan "J*g.i**' 

Aimaksud pada ayat (6) dan ayat

{8}, dapat rnenggunakan Petugas P3KB'

(1) IPKL (Industri Pengolahan
menerima kaYu olahan atau

Pasal 7O

Kayu Lanjutan) hanya--dip:Ik"nankan
ptoalt ohhin yang dihasilkan IUIPHHK'

\*



Hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten dengan
mempertimbangkan azars ke sederhanaan, efektif dan efi sien.

BAB )rll
PEMBIITAAN DAN PEIIGEITDALIAN

Pasatr 71

(1) Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi
hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala
Dinas Kabupaten.

(21 Penerbit SKSKB setiap bulan menyampaikan laporan produksi hasil
hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKSKB kepada Kepala Dinas
Kabupaten.

(3) Kepala Dinas Kabupaten setiap 3 {tiga} bulan, melaporkan realisasi
produksi dan peredaran hasil hutan hak diwilayahnya kepada Kepala
Dinas Propinsi, dengan tembusan Kepala Balai.

(4) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak,
Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan
dan pengendalian peredaran diwilayahnya.

(5) Penyuluh Kehutanan dapat melakukan pend.ampingan masyarakat
dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

BAB )(VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Surat Keputusan Penerbit SKAU yang sudah ada sebelum terbitnya
Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sampai
dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan tersebut.

(2) Bagi lzin Pinjam Pakai Kawasan hutan yang telah terbit sebelum
berlakunya Peraturan ini, sudah termasuk sebagai izin pemanfaatan
ka1ru, tzin pemasukan dan penggunaan peralatan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan.

BAB )N4I
KETEISTUA!5 PEITUTI'P

Fasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan'*.rr"rripatkannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mukomuko'

e

Ttd

ICr{wA!{ YUI{US

Diundangkan di Mukomuko
Pada txrggal 2$ .Jatfu*et 2013

n
Plt. SEEEryvr4nrS DAERAfu K ARITPATFx rruxorquKg'

Ttd

H. A. CIIAIDIR AITUAR
Pembina TK I / IV- b

NIP. 19530508 197 6031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN

Ditetapkan di $Iukomuko
Pada tanggal 2t JAfft{+Rl 2ar3

BITPIIfLIffITKIIffII(O.

2ArsNoMoR 05

A/



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : DS TAHUN 2o1s
TANGGAL : zg J.AilUffif 2oIs

HOTA AJYGKT'TAN

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nomor
Nama Penerima :

Alamat Penerima :
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Tempat Muat :

Jenis Alat Angkut :

Catatan :- Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen KB/KBS/I{BK/Kayu olaharr rak5rat/hasil hutan bukan kayu- Kolom 4 diisi sesuai dengan satuan ukural volume atau berat yang digunakan (M3 atau Kg).
- Kolom 5 dalam hal nota angkutan pengangkutan lanjutan, aiisi asit uiul nota angkutan afiu

SKAU dan diberi nomor
- Bukti kepemilikan diisi : SHM/cirik/rrtter c/HGU/Hak pakai yang diakui BpN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUIpHHK/IPKT/TP|,
kolom ini wajitr diisi oleh GANIS-pHPL/P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL/P3KB :
2. Nomor Register :

3. Nota Angkutan diterima Tg1. :
4. Nota Angkutan dimatikan Tgl. :

5. Stempel/Cap : "TELAH DIMATIKAN"
6. Pemeriksaan fisik KB : tgl. sd. tgl.
7. Tanda Tangan :

Pemilik Ka5m,

1- l,embar ke-1 : Arsip penerima
2.1-ernbarke-2 : Kepala Dinas Kabupaten
3. Lembar ke-3 : Pemihk Hasil Hutan
4. Lembar ke-4 : Kepala Dinas propinsi
5. Lembar ke-5 : Kepala Balai
6. Lembar ke-6 : Ariip penerbit

l-embar Ke :

ilo Jenis Hasll Hutaa Jumlah
fBtg/Pcsl

Volume/Berat
lM3/Ksl Keterangian

I 4

JUMLAH

BUPATI MUKOIIIIKO.

Ttd

ICITWAN YTINUS



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : O' TAHUN 2OL3
TANGGAL : 28 Jaf{uARf 2013

BUPATI MIIIfiOIIIIKO

Ttd

ICHWAN nINUS

v\

ITOTA AITGKT'TAIY PEI|GIGUHAAI{ SEI{DIRI

ASAL HASIL HUTAN TUJUAN PENGGUNAAN
(SENDIzu / FASILITASI UMUM 1

Nama Pemilik :

Desa :

Kecamatan/Kab :

Propinsi :

Bukti Aias Titei :

Tujuan Penggunaan :

Alamat Penggunaan :

HASIL HUTAN YANG DIANGKUT :

Jenis i

Jumlah Batang :

Volume / Berat :

Pemilik Kayu,

Catatan :

l.DokumeninitidakberlakuuntukpengangkutankeIUIPHHK,IPKL,IPKTdanTPT.
2. Dokumen ini dapat dibuat dan diisi dengan tulisan tangan'



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : OS TAHUN 2oI3
TANGGAL : z8 .Srru4rf 2o1s

COilTOH FORMAT PERMOHONAN PEITERBITAN SI{AU

Kepada Yth.
Pejabat Penerbit SKAU

TEMPAT

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-lll2O72 pasal 10 ayat (1
dinyatakan bahwa pemilik hasil hutan hak wajib mengajukan permohonal penerbi
Dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami iampail
kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1.

3.
4.

Nama Pemilik
Bukti Identitas
Buldi Legalitas Tanah
Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa ka1'u milik sendiri yalg terdiri dari :a. Jenis Ka1ru ; ................
b. Jumlah Batang : ................
c. Volume

5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :
a. Jenis Ka5ru
b. Jumlah Batang
c. Volume
d. Tujuan Pengangkutan

Apabila asa,l-usul hasil hutan tersebut ternyata tidak sesuai dengan asal lokas
tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami sehtlu pemilik hasi
hutan.

Demikian surat Permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

""'20""
Pemohon,

EUUTI MILITOMUKO.

Ttd

ICITWAN YT'NUS



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : OS TAHUN 2OL3
TANGGAL: J6 Jenu+p{ 2ors

BUPATI trIII-KOtrIUI(O,

?td

ICI{WAN YUNUS



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : OS TAHUN 2AI3
TANGGAL : 28 JAttu+P( 2o1s

\

Nomor Urul : .......................--

suRAT KETERANGIIN ASAL USIJL ISKAUI
(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASA]- DARI HUTAN HAK}

Beriaku

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

ASALHASILHUTAN

Bukti Kepemilikan
Nomor
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Tempat Muat
Jenis Alat Angkut

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :

Catatan :- Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen Kay'u Bulat/Kay'u olahal ralryat.
- Bukti kepemilikan diisi : SHM/Girik/f,etter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUIPHHK/IPKT/TPT, kolom
ini wajib diisi oleh GANIS-PHPL/P3KI].

1. Nama GANIS-PHPL/P3KB :

2. Nomor Register :

3. Nota Angkutan diterima Tg1. :

4. Nota Angkutan dimatikan Tg1. :

5. Stempei/Cap : "TtrLAH DIMATIKAN"
6. Pemeriksaan fisik KB : tgl. sd. tgl.
7. TandaTangan :

Penerbit,

1. Lembar ke^l
2. I-embar ke-2
3. kmbar ke-3
4. lembar ke-4
5. l,embar ke-S
6. Lembar ke-6

: Arsip Penerima
: Kepala Dinas Kabupaten
: Pemiiik Hasil Hutan
: Kepala Dinas Propinsi
: Kepala Balai
; Arsip Penerbit

kmbar Ke :

No Jenis Kayu Jumlah
lBtglPesl

Volume
tMSl Ketef2nga[

1 A q

JUULAII

RIIPATI ilIT'I(OIIUKO^

Ttd

ICTTWAN YT'NUS



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : PI TAHUN 2o1.s
TANGGAL: 2g JANq{K 2or3

Nomor Seri :.....................
Propinsi :.....................

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

SURAT ANCKUTAN PENGGANTI {SAP)

HANYA BERT-AKU LTNTUK 1 (SATU) KALI PENGANGKUTAN

I. DOKUMEN ASAL
l. Nama Dokumen Asal

a. Nomor Seri
b. Tanggal
c. Nama Perusahaan
d. Jenis Alat Angkut
e. Propinsi
f. Kabupaten

AI-AT ANGKUT PENGGANTI
1. Nama

2. Tujuan
a. Nama Perusahaan
b. Alamat Iengkap

3. Hasil Hutan yang Diangkut
: Bengkulu
: Mukomuko

a- Jenis Hasil Hutan
b. Jml. Btg/Kpg/Bdl

tt.

2. Identitas Alat Angkut
3. Nama Pengemudi

Hasil llutan yang Diangkut sebagai berikut :

No Nomor
Batang

Jenis
Hasil
Hutan

Jumlah
(etg/Kpg,

Jumlah
{Bdl/Ikati

UKURAN Ket
Panjang Diameter M3/Ton

I z a 5 6 8 9

JUMI.AH

5. Jumlah kumulatif hasil hutan sampai dengan penerbitan Surat Angkutan Pengganti Nomor Seri ..........ini
a. Jumlah Batang/Kpg : ........................
b. Jumlah Bundel/Ikat : ........................
c. Volume/Berat : ........................ m3/ton

III. SISA DI PEI"ABUHAN DALAM PENERBITAN SURAT ANGKUTAN PENGGANTI
1. Jumlah Btg/Kpg : ........................
2. JumlahBundel/Ikat :........................
3. Volume/Berat : ........................ m3/ton

Diterima Oleh ..........20....
PT/CV/UD. Penerbit,
Pada Tanggal : ..............

Jabatan No. Reg.
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LAMPIRAN VII

IDETTITAS PERUSAHAAIT
1. Nama Perusahaan

2. Referensi 15 Digit :

3. Alamat

+. l,okasi Tebangan :

: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : D5 TAHUN 2OL3
TANGGAL : Z€ JAffMg 2OT3

srrRA'T PERrltrAH PEMBAYARAIY PEItcrciAItrrAN nrlAr TEGANAII lspp-cRlNomor: [-T--l
No. Urut Bulal Tahun

II. PERHITUI{GAI| IIEtrIA.TIBATY PTMBAYARAIT
1. a. SPP GR = Harga patokan * (PSDH + DR + Biaya produksil

b. Nilai Kurs USg : ...............

III. BAIYX PEITERIUA SETORAf,
Penyetoran Galti Rugi Nilai Tegakan {GRT} untuk rekening Bend,*rrarawan penerina Setoran cralti RugiItilat Tegaaan pada Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening lo2-oo-osg6l91-2.

2. LHP
a. Nomor
b. Tanggal

3. Jumlah Kewajiban pembayaran

No Kelompok Jeais Voluole
lM3/SM/Tont

Ju-lah {Rp} Ket

Jurnlah

Tanggal, bulan, tahun diterbitka,n
Pejabat Penagih,

Catatan:
- Lembar Pertama untuk Wajib Bayar;
- lembar Kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- l,embar Ketiga untuk Kepala Dinas provinsi;
- Lembar Keempat untuk UpT Ditjen BpK;
- Lembar Kelima untuk Arsip pejabat penagih.

NIP./No. Reg.
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